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BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait
tentang Evaluasi penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak
melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung
sebagai unit kesatuan yang menyelenggarakan unit kesatuan yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak
korban kekerasan, peneliti berpendapat bahwa kurangnya koordinasi antara
UPT P2TP2A Kota Bandung dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan
program penanganan korban kasus tindak kekerasan seksual, sehingga hasil
evaluasi terhadap program penanganan dengan menggunakan teori
manajemen kasus masih belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

6.1.1 Assesment (asesmen)

Dalam pencapaian pemecahan masalah klien, kegiatan pelayanan
dalam penanganan kasus korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh UPT
P2TP2A melalui manajemen kasus sudah tercapai, akan tetapi belum efektif.
Hal ini terbukti dengan semakin meningkatanya data kasus korban tindak

kekerasan seksusal terhadap anak kota di Bandung.
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6.1.2 Planning (perencanaan) pelayanan
Dalam pelaksaanan perencanaan pelayanan program UPT P2TP2A
melalui Manajemen kasus ada beberapa hal yang mendukung dalam
pelaksanaannya, sebagai berikut.
> Ketersediaan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program
penanganan kasus korban tindak kekerasan kekerasan seksual masih
belum mendukung.

> Keterasediaan pegawai
Dalam pelaksanaan Program UPT P2TP2A, kurangnya pegawai yang
masih belum ahli di bidang masing-masing.

> Ketersediaan dana
Anggaran dalam pelaksanaan program UPT P2TP2A, tidak ada masalah
artinya selama ini anggaran dalam menangani kasus selalu lancar.
Dari ketiga hal diatas, Input (masukan) dalam pelaksanaan program ini
masih perlu pembenahan yang cukup serius, terutama dalam bidang
sarana dan prasarana dan pegawai.

6.1.3 Intervention (intervensi)

Pelayanan yang diberikan terhadap klien dalam kegiatan
penanganan kasus korban tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh UPT
P2TP2A sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, namun
masih belum cukup efektif, hal ini terbukti dari masih ada kasus korban yang

masih belum ditangani.
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6.1.4 Monitoring, Evaluation and Termination (monitoring, evaluasi dan
terminasi)

Hasil atau dampak dari program ini banyak dirasakan oleh korban

tindak kekerasan seksual, dimana mereka merasa terfasilitasi, sehingga

mereka tidak lagi merasa tertekan dan kembali beraktivitas seperti biasa.

6.2 SARAN
6.2.1 Assesment (asesmen)

Dalam memberikan pelayanan kasus korban tindak kekerasan
seksual, hendakanya pihak UPT P2TP2A meningkatkan Kinerja dalam
menangani kasus.

6.2.2 Planning (perencanaan pelayanan)

Pada bagian ini, penulis menyarankan supaya perlu adanya
penambahan pegawai yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Seorang manajer kasus harus memiliki setidaknya keterampilan dalam
berkolaborasi dengan serangkaian pencatatan yang dimilki profesional
lainnya dan juga harus dapat familiar dengan bentuk laporan dan terminology
(istilah) dari pihak medis, psikologis, sosial maupun pendidikan sehingg
dapat menentukan langkah yang tepat selanjutnya untuk klien. Kemudian
perlu adanya sarana dan prasarana yang menunjang, misalnya perlengkapan
sosialisasi kepada korban, rumah aman bagi korban agar pelaksanaan

perencanaan pelayanan yang diberikan kepada klien lebih efektif.
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6.2.3 Intervention (intervensi)

Saran penulis pada bagian ini, pada pelaksanaan intervensi mampu
mengidentifikasi pelayanan-pelayanan atau sumber yang bervariasi yang
dapat dijangkau untuk membantu penanganan masalah klien supaya layanan
UPT P2TP2A dan pekerja sosial sebagai manajer kasus perlu ada kerjasama
yang cukup intens, baik itu berupa rujukan maupun komunikasi kedua belah
pihak

6.2.4 Monitoring, Evaluation and Termination

Saran penulis dalam bagian product, yaitu koordinasi antara pihak

UPT P2TP2A lebih ditingkatkan lagi sehingga kegiatan-kegiatan penanganan

tersebut lebih baik dan hasilnya pun menjadi lebih baik untuk para korban.
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